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 ABSTRAK 

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam bentuk pelanggaran yang 

dilakukan oleh angkutan kendaraan umum barang. Salah satu bentuk pelanggaran di 

jalan adalah angkutan umum barang yang melanggar ketentuan daya angkut 

sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kerusakan sarana dan 

prasarana jalan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Tulisan ini berjudul 

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau 

Dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan 

melebihi daya angkut ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan dan apakah kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana 

tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau sosiologi 

hukum, yaitu pendekatan yag melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada di dalam 

masyarakat. Dari hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

Penegakan hukum pidana terhadap pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari 

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan 

memerikan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan pidana denda. Selain itu 

pidana tambahan dapat diberikan berupa: Pencabutan Surat Izin Mengemudi, 

Penggantian kerugian akibat dari pelanggaran, Penetapan pidana denda paling 

banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang telah ditentukan pada Pasal 307 

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pencabutan 

izin penyelenggaraan terhadap angkutan kendaraan bersangkutan dan 

pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pengemudi, perusahaan 

angkutan umum barang dan pengurusnya. Kendala-kendala penegakan hukum 

pidana terhadap pengangkutan melebihi daya angkut adalah UU Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur prosedur persidangan 

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan ketidakseragaman peraturan setiap 

daerah mengenai kelas jalan dan tingkat pelanggaran daya angkut, kurang tegasnya 

aparat penegak hukum dan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas, terbatasnya 

biaya operasional dalam perawatan fasilitas dan sarana pendukung, faktor ekonomi 

masyarakat, dan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum-oknum tertentu dalam 

masyarakat.  

Kata kunci :Penegakan Hukum Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Angkutan Umum Barang. 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai 

bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya 

untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas 

dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan 

pengembangan wilayah.1  

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai lingkungan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut ditambahkan bahwa 

timbulnya transportasi berdasarkan persoalan:2 

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya; 

2. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat 

tinggalnya. 

                                                           
1Point menimbang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. 
2 Arif Budiarto dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas,Semarang: UNS Press, 2007, hlm. 1. 



Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu 

dihadapi oleh Negara-negara yang telah maju dan juga Negara-negara yang sedang 

bekembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa 

sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar 

dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta 

pelanggaran lalu lintas.3 

Pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut yang banyak ditemui 

melintas di jalan lintas timur Sumatera ruas Lampung-Palembang masih banyak 

penyebab kerusakan jalan meski penutupan lubang sudah berkali-kali dilakukan oleh 

tim pemeliharaan rutin karena lubang biasa muncul beberapa kali dalam satu bulan. 

Truk-truk tersebut roda belakangnya sedikit, tetapi bebannya besar sehingga daya 

rusaknya tinggi.4Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang penting dalam 

kehidupan masyarakat karena didasari oleh berbagai faktor berikut:5 

1. Keadaan geografis Indonesia; 

2. Menunjang pembangunan di berbagai sektor; 

3. Mendakatkan jarak antara desa dan kota; 

4. Perkembangan ilmu dan teknologi. 

Kerusakan juga terjadi di ruas Indralaya-Kayu Agung di Kabupaten Ogan 

Komering Ilir (OKI). Kerusakan di ruas ini tidak separah di Palembang-Indralaya, 

                                                           
3 Ibid. 
4Bastian Sihombing, Overloading Masih Menjadi Penyebab Kerusakan Jalan Sumatera; 

http://www.pu.go.id/main/view_pdf/7851  diakses pada hari jumat, 25 Desember 2015 pukul 21:53. 
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

1998.  hlm. 59. 



dan bukan jalur angkutan batu bara. Di jalan lintas Palembang-Muara Enim, 

kerusakan parah terlihat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang menjadi jalan 

utama Kota Prabumulih. Jalan yang juga menjadi jalur batu bara dari Muara Enim 

dan Lahat itu berlubang-lubang cukup besar dan berlumpur setelah hujan. Upaya 

perbaikan jalur lintas timur dan jalur lintas tengah yang rusak tersebut terlihat di 

beberapa lokasi.6 Arti pentingnya penegakan dan penindakan hukum terhadap 

pelanggaran batas muatan angkutan barang karena:7 

1. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan yang terus meningkat sebagai akibat 

perilaku pengemudi selain itu juga sebagai akibat muatan berlebih; 

2. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan muatan lebih angkutan barang yaitu 

fatalitas tinggi (baik terhadap manusia maupun infrastruktur); 

3. Banyak jalan baik jalan nasional maupun propinsi yang rusak berat akibat muatan 

lebih; 

4. Biaya operasional perusahaan angkutan barang tinggi karena jalan rusak dan 

kecepatan laju kendaraan angkut barang lambat; 

5. Usia teknis kendaraan lebih pendek sebagai akibat jalan rusak; 

6. Memperpendek usia pelayanan muatan atau mengakibatkan percepatan laju 

penurunan umur rencana pelayanan jalan.  

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi 

daya angkut diatur dalam Pengawasan Muatan Barang Pasal 169 Undang-Undang 

                                                           
6Kompas.com,http://nasional.kompas.com/read/2011/04/02/05334882/kerusakan.merata.di.sum

atera, diakses  pada kamis, tanggal 26 November 2015 pukul 21:45.  
7 Korlantas Polri, Penindakan Kelebihan Muatan, Jakarta: Kolantas Polri, 2015, hlm. 7. 



Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang 

menyatakan : 

(1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi 

ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi, dan kelas 

jalan”. 

(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)  dilakukan pengawasan muatan barang”. 

Sedangkan ketentuan pidana terdapat pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan :  

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum 

Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya 

angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) 

dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 

banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis 

tertarik membahas permasalahan yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Permasalahan 

Dengan titik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi yang akan 

dibahas, yaitu : 

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan 

melebihi daya angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ? 

2. Apakah yang menjadi kendala-kendala terhadap penegakan hukum pidana 

terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut ?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah 

untuk mencari jawaban atas permasalahan di atas, yaitu : 

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran 

pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 

2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya 

angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 

 

 



D. Ruang Lingkup 

Melihat luasnya ruang lingkup di bidang transportasi khususnya pengangkutan, 

maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan tentang penegakan hukum 

pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan 

(LLAJ) dan kemudian dibahas apakah yang menjadi kendala-kendala dalam proses 

penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pengangkutan melebihi 

daya angkut. Hal ini akan memberikan batasan bagi penulis untuk lebih terarah dan 

fokus serta tidak menyimpang dari judul skripsi juga permasalahan yang akan 

dibahas. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan juga dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang aturan hukum 

pengangkutan yang mengatur tentang daya angkut dan terkhusus yang berkaitan 

dengan transportasi. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diinginkan dalam pembuatan skripsi ini adalah dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat pada umumnya dan semua hal yang bergerak di 

bidang pengangkutan serta transportasi pada khususnya mengenai. Juga menjadi 



referensi bagi berbagai pihak terutama akademisi, praktisi, mahasiwa fakultas 

hukum serta masyarakat luas. 

F. Kerangka Teori 

1. Penegakan Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang 

mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya 

terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi 

faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:8 

a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-

undang saja; 

b. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum; 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; 

                                                           
8Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta; PT. Raja 

Grafindo Persada, 2013, hlm. 8. 



e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas 

penegakan hukum.9 

2. Efektifitas Hukum 

Efektifitas suatu norma merupakan sesutu dalam kenyataannya (das sein). 

Menurut Hans Kelsen sebelum berlaku efektif, suatu norma hukum harus terlebih 

dulu valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua 

syarat utama, yaitu:  

a. kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; dan  

b. kaidah hukum tersebut harus dapat diterima masyarakat.10 

Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas 

bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Faktor-faktor yang dapat 

memepengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: 

a. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri; 

b. Petugas/penegak hukum; 

c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan 

d. Kesadaran masyarakat.11  

                                                           
9 Ibid., hlm., 9. 
10 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana, 2013, 

hlm. 116-117. 
11 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 31. 



Efektif dalam hal ini berarti efektif bagi pelaku hukum dan efektif bagi 

masyarakat. 

G. Metode Penelitian 

Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata methodos dan 

logos. Methodos berarti cara dan logos berarti ilmu pengetahuan.12 

1. Jenis penelitian  

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum13, yaitu pendekatan yang melihat 

sesuatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan 

pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial 

di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan 

mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan 

hukum. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang 

kemudian diolah oleh peneliti. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitan dalam bentuk 

                                                           
12 Koenjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta; Suatu Tinjauan Singkat. 

1983. hlm. 16. 
13H. Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm., 30. 



laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder 

tersebut, dapat dibagi menjadi:14 

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian15, yaitu : 

a) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP);  

b) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 

c)  PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;  

d) PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor 

Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  

e) PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

f)  PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 

g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang. 

h) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2016 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib 

Muatan Kendaraan Angkutan Barang. 

2) Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum 

yang terkait dengan obyek penelitian ini.16 

                                                           
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 



3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, 

majalah, surat kabar, dan sebagainya.17 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan dua cara pengumpulan data18 : 

a. Penelitian Kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. 

b. Studi Lapangan, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang 

diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang telah 

ditentukan. 

4. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah di kota Palembang. Letak kota Palembang 

yang merupakan jalur strategis yang menghubungkan kota-kota besar di pulau 

Sumatera dan penghubung dengan Pulau Jawa yang menjadi jalur lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

5. Metode Penentuan Sampel 

Narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah Penyidik Polisi Lalu 

Lintas dari Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Palembang (Satlantas Polresta 

                                                           
17 Ibid. 
18 Ibid., hlm., 107. 



Palembang) yang beralamat di Jl. Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Palembang, 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Dinas Perhubungan/DLLAJ Propinsi 

Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. A. Rivai No. 51, Sei Pangeran Ilir Tim. I, 

Kota Palembang, Sumatera Selatan dan pengemudi angkutan barang (truk) yang 

melintas di jalur kota Palembang. 

6. Metode Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat 

deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif 

terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur 

hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi 

atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan 

hukum yang menjadi objek kajian.19 

7. Metode Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode 

induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus ke 

umum.20 Pada prosedur induktif, proses berawal dari proposisi khusus (sebagai hasil 

pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas 

umum. 

 

                                                           
19 Ibid. 
20 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 

hlm. 10. 
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